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BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG
ALOKASI DANA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat-(4) dan

ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20 15 tentang

" Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor €

 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Alokasi Dana Desa.

L Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi -
Sumatera Selatan (Lembar Negara RI Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);.

r 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

. Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana 'telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
n014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 .Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 .
Pelaksanaan Undang- -

Tahun 2014 tentang Peraturan
- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 20 15, Tambahan_ -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5771); P

5. Peraturan Menteri Dalam Négeri Republik Indonesia Nomor -
113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara .
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); .

6. Peraturan Blrlpatir'()ga_n Komering Ulu Nomor 12TahUn
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 20157 :.
- Nomor 12). ' '

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA. '

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 JE— - “

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan K.abupaten'Ogan Komeﬁng e
' Ulua. , ' ' _ o

3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu

4. Camat| adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja .ft,
Kecamatan. - | | o

‘5. Desa hdalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas ..
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat -
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. : =

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepenlingan masyarakat setempat: dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuian Republik Indonesia. ‘ o

7. Badar] Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
" Jembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merugakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah
dan ditetapkan secara demokratis. - L Ao

8. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana penmbangan
yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. IR

9. Pemefintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur, penyelenggara Pemerintahan Desa. o
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10. Kepalamlfesa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk
desa yang bersangkutan.

11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari . ..
sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. s

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya
‘disingkdt RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk = -
jangka Iaktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa, _
adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 {satu) tahun.

14, Anggaran Pendapatan dan- Belanja Desa yang selanjutnya disingkat =
APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas - -
‘dan digetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan -
dengan |Peraturan Desa. ' : ’

€5 15. Bendahara Desa adalah ‘pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari -
: ansur |staf sektretariat Desa yang membidangi urusan administrasi
keuangan atau dari unsur lain untuk menatausahakan keuangan Desa.

16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penérimaan yang sah yang diteﬁma oleh g
Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan. 4

17. Pengelglaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, . .-
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, = pengamanan, pemeliharaan, ..
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, -
pengawasan dan pengendalian. ' _ : S

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnva disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan’
Komering Ulu. - : . S

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP |

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten memberikan ADD kepada Desa dalam rangka =
mendukurlg pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan ~
Pembangupnan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan’ -
Masyarakat Desa. T e

Pasal 3

Tujuan pepggunaan ADD sebagai berikut: =
a. meninﬁgkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan - Desa, —
pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya, o =
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b. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam :
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara:
partisipatif sesuai dengan potensi Desa; - - : Lk

" c. - meningKatkan pemerataan pembangurian, kesejahtéraan, Kesempatan o
berpartifipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; -

d. mendorong peningkatan sWadaya gotong royong masyarakat; dan

" e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4 -

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari .' .
pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa; .

b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif -
‘dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan -

@5'?? ~ ¢. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.
BAB III - L
BESARAN ADD - | R e
Pasal 5 | : PR
(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun
 anggaran. ' | . : . o
(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palirig sedikit f._':
10% (éﬁguluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten =
dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. o
A:lf% (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada sctiap- Dcsa

" dengar] mempertimbangkan: : : :
a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan o
b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan -

tingkat kesulitan geografis Desa. ' o

(4) Besargn alokasi ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada - -
Desa |setelah penandatanganan nota kesepakatan kebijakan umum
anggaran dan prioritas plafon anggaran antara Bupati dan DPRD _° =
Kabupaten. - ' :

Pasal 6

(1) ADD febagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipergunakan :

untuk]: .
a. Pembiayaan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desajdan

b. Pémbiayaan kewenangan lokal berskala desa.




[ TR T TRRVTC ST IINNE. & ¥ I .
P E AR 4 § A :

'

Y

(3) ADD untuk pembiaya
dimakshd pada ayat (2)

(2). Besaran
anggaran dip_erhitungkan dengan rumus s

(4) Alokasi
berdasarkan alokasi yang dibagi secara
sebesat 90% (Sembilan puluh persératus)

lokal beérskala desa.

Keterangan: _ _ » ' ' — -
~a. ADDLok . ADD untuk Pembiayaah kewenangan lokal berskala -

I & desa untuk seluruh Desa; ' _ L
b. ADDKab . ADD yang diterima Kabupaten; R Co
:ADD yang digunakan untuk . penghasilan tetap

c. ADDSIl

a. Alo

b. Alokiasi yang dihitung
kemiskinan Desa, luas wilayah Desa,

‘Des .

(5) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
desa diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan: . ' o

a. ADDx  :ADDLokyang diberikan kepada Desa x;

b. ADDLok : ADD untuk Pembiayaan kewenangan lokal berskala desa - -
' untuk seluruh Desa. , : : : g

c. BDx . Nilai Bobot Desa untuk Desa x;

(1) Nilai bobot Desa sebagaimana dimaksud dalam Pas
Desa yang ditentukan

nilai
(2) Varial
- a. jun

~ b. lua

c. an
d. tin

ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tiap tahun
ebagai berikut:

ADDLok = ADD Kab - ADDSl

- Kepala Desa dan Perangkat Desa.

an kewenangan lokal berskala desa sebagaimana
dihitung secara berkeadilan berdasarkan: =~
si dasar;dan ' 7 _ LT
berdasarkan jumlah penduduk Desa, angka !
dan tingkat kesulitan geografis

ada ayat (2) huruf a dihitung': x5
merata kepada setiap desa 5

dari ADD untuk pembiayaan

dasar sebagaimana dimaksud p

r

huruf b untuk tiap _‘.

ADDx = (ADDLok x 10%) x BDx

Pasal 7 7
al 6 ayat (5) merupakan - :
berdasarkan variabel. . S
el sebégainiana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
hlah penduduk;

s wilayah Desa;

ka kemisl;inan; dan
pkat kesulitan geografis.
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(3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan koefisien dan indeks B

sebagai berikut:
huruf = -~ Variabel koefisien | indeks
a. ||jumlah penduduk KV1 25%
b. |[jumlah penduduk miskin S KV2 35%
c. |[tuas wilayah Desa KV3 30%
d. [indek kesulitan geografis KV4 10%

(4) Besaran nilai bobot desa sebagaimdna dimaksud pada ayat (1) ditetapk'ahj.; %
~ dengan|rumus: - - Rt

. ol
e

BDx = ((25% X KVid # (35% X KV34 + (30% X K3y + (10X KV4x)

Keterahgéan: Rt SRR .

BD4  : nilal bobot desd untuk Desa x; 7 i
KV1x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x; "
KV2x . : koefisien variabel jumlah penduduk miskin x;
KV3i : koefisien variabel luas wilayah Desa x; :

KV4x : koefisien variabel indek kesulitan geografis Desa x.

opp TP

Pasal 8
Besaran ADD yang 'dibériliéh kepa&a masin‘g—'tnasingrf Desa sebagaimana
" dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- I _pdsgj.g' | :  | i PR
Pelaksané.ah kegiat';ih yang bérsurhbéf dan ADD befpedomgil pada RKPDesé.. T

O

'PENYALURAN ADD

&  Pasal10

(1) ADD diberikan kepada. Desa melalui Rekening Kas Desa dan merupakan - -
bagian|dari pendapatan Desa. - '

(2) Pencairan ADD dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari -

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. - :

(3) Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai berikut: .

a. triwulan I diberikan pada bulan Maret sebesar 30% {duapuluh persen)‘; '

b. triwtulan 11 diberikan pada bulan Juni sebesar 30% (tigapuluh persen);

c. triwulan I diberikan pada bulan September sebesar 20% (tigapuluh-

persen); | RO
" d. triwulan IV diberikan pada bulan Desember sebesar 20% (duapuluh
persen). : ‘ : L

o B et b A ST N " e e PR, .

b 2T
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(1) Penyalurkan ADD triwulan I dan Triwulan 1 dilakukan setelah Kepala Desa |
.~ menyampaikan: : .
a. APBDesa;

_ b. Laporan realisasi APBDesa tahun sebelumnya.

(2) Apabila}desa belum rhenetapkan APBDesa sampa1 dengan berakhirnya |
“triwulan I dan triwulan II, maka ADD yang disalurkan hanya untuk biaya
-penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

(3)- Penyaluran ADD triwulan III dan Triwulan IV dilakukan setelah Kepala
"Desam =nyampaikan laporan realisasi APBDes semester I. Lo

(4) Apabila| desa sampai dengan akhir triwulan III belum menetapkan
APBDesa, Bupati dapat menunda pembayaran pengasilan tetap Kepala
Desa dan Pe:angkat Desa. ,

BABV

PENGGUNAAN ADD

Pasal 12

(1) ADD digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa

dan untuk Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja

Pembarjgunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan
Masyarakat. ' : "

(2} Belanjd Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana -

dimaksud pada ayat (1}, digunakan untuk:

a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa;
b. tunjangan BPD;dan '

c. insentif RT/RW.

Pasal 13

Desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat

sebagaima
dengan dokumen, antara lain Rencana Anggaran Biaya.

 Kegiatan t{:lanja penyelenggaraan pemerintahan Desa, belanja pembangunan, :" '773 e

Pasal 14

Penggunaan alokasi ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap 'Kepala Desa * :
dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. L

Pasal 15

(1} Rencana penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah penyilsunan L
APBDgsa. ‘ T

(2) Pelaksanaan musyawarah Desa bertujuan agar penggunaan: ADD
didasarkan atas proses perencanaan partisipatif. IR

a dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), penyusunanya dilengkapi
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(3) Musyaw_arhh perg:n'canaan. Deda sebagaimana dimiaksud pada ayat (1)

" dilakuk4n dengan melibatkan Kepala Desa,
lembagal

Pérangkat Desa, anggota BPD, -
kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.

N - (4) Hasil musj/awarah Desa dituangkan dalam rancangan APBDesa.

. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
{f%; | Pasal 18 | |
(1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD secara teknis dilaksanakan i
oleh: B .
a. SKPD yang membidangi urusan Keuangan Daerah.

(5) Mekanime penetapan APBDes. 'me_njadi Peraturan Deésa, sesuai dengan
peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- BAB VI .

PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD j\_‘f

i Pasal 16 ' ’ , -2

: - O AT . a4 :
(1) Penatagtsahaan ADD tidak terpisahkaen dari pefiatausahaan pengelolaan
" APBDe L ST

(2) Penatausé\haan ADi) dﬂa}nlkan oleh B_;endahara Deéa;

(3) Bendal
pada ke

(1) ff;Penatai
pertang

.{2) Bendahata

kepadd

a.

tentuan petaturan pérundang—fundangah yang berlaku.

j

Pasél i7

-

;ggnawabén disertal dengan bukti-bukti pengeluaran.

i

Desa thelaporkan pelaksénaan kegiatan penatausahadn ADD

Kepala D}céa setiap bulan.

; R B!
e o

| i A f i L TR {105t Lt
\sahaan 'ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan } sgrgi: o

ata Desa datam melaksanakdn penatatisahaan ADD betpedoman - -

. b.SKPDyang membidangi urusan Pemerintahan Desa.
¢. SKPD yang membidangi urusan Pengawasan

-

d. Pem

(2) Penger
Benda

hdalian atas pengelolaan

erintah Kecamatan.

hara Desa, dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa.

ADD dilaksanakan olch Kepala Desa, - |




"~ BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19
Pada saat |Peraturan Bupati ini mulai beriaku, Pefaturan Bupati Ogan
Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana

Desa, (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 9)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. :

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mcngetahliinya, memcﬁntahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini |[dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Og:
Komering Ulu | _ ' _ o

Ditetapkan di Baturaja o :
pada tanggal, 28 ‘5%’ QW“QW 2015

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU, ﬁ o

Diundangkan di Baturaja
pada tanggnl, 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2015 NOMOR 4 " .




